
3. Undang - Undang .. 

I. Undang-Undang Nomor 171 TahL~ kl 950 tpent~g . P1embeTn~an 
Daerah-daerah Kata Kecil Da am mg ungan ropmsi awa imur, 
Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun _1985 tent~ngTahPajak19Bumi dan 
2· (L mbaran Negara Repubhk Indonesia un 85 Nomor 

Bangun~ah; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
68, T~ telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
sebaga1mana Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
1994 (Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
Tambahan Lem aran 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu ditetapkan Peraturan 
Walikota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai 
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 
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WALIKOTA MAGELANG, 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PE~~tG~~~p::iJ:NGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
APAT AN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2006 

TENT ANG 
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PERATURAN 
NOMORWALIKOTA MAGELANG 

23 T AHUN 2007 

WALIKOTA MAGELANG 

Mengingat 

Menimbang 



12. Undang- Undang . 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
11. Undang-Undang R blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

(Lembaran Neg::an e~egera Republik Indonesia Nomor 4437) 
Tamb~an Lem diubah dengan Undang-Undang Nomo~ 8 Tahun 
sebaga1mana telah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
2005 tentang Peneta: 2005 tentang Perubahan Atas Undang- · 
Undang Nomor 3 T un2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang Nomor 32 Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Undang-Undang ~;:ibr:baran Negera Republik Indonesia Nomor 
Nomor 108, Tam 
4548); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 TahunK2004 tenNtang Pe(mLerikbsaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab euangan egara em aran 
Negara Republik Indonesia Tah~ 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

U d N mor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
10. Undang- n ani .0 nal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

Pembangunan 
10a4si~ambahan 

Lembaran Negera Republik Indonesia 
2004 Nomor , 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang No 2 Atas Tanah d B mor 1 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Tahun 1997 : angunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Indonesia Nomo:~~,°;8)~4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

5. Undang-Undang ~omor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 · Undang-U d 
R . . n ang Nomor 18 Tah 

etnbus1 Daerah (L b un 1997 tentang Pajak Daerah dan 
N em aran Neg R · omor 41, Tambah L ara epublik Indonesia Tahun 1997 
3685) sebagaimana :lahe;b:an Negara Republik Indonesia Nomor 
Tahun 2000 (Lemb iu ah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Nomor 246 Tambah ara~ Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
4048); an embaran Negara Republik Indonesia Nomor 



22. Peraturan Pemerintah . 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun .2001 tentang Retribusi Daerah 
(L baran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
T=ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039); 

19 Peraturan Pemerintah Nornor 20 tahun 20~1 Tentang Pem(binaan dan 
· At s Penyelenggaraan Pemermtahan Daerah Lembaran 
Pengawasan a N 41 T b h R bl ik Indonesia Tahun 2001 omor , am a an r:~~an ~;~a Republik Indonesia Nomor 4138); 

· tah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah 
20. Peraturan Pemenn R publik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

(Lembaran Negbara ;egara Republik Indonesia Nomor 4138); 
Tambahan Lem aran 

. tah Nomor 66 Tahun 2001Tentang Retribusi Daerah 
21. Peraturan Pemenn Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

( Lembaran Negara N ara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 
Tambahan Lembaran eg 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor I 09 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 

15. Peraturan P~merintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penanggungiewaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027); 
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12. Undang~Undan N 
Keu g omor 33 Tab angan antara Pem . ah un 2004 tentang Perimbangan (Le b ermt p T m aran Negara Repubrk I usat. dan Pemerintahan Daerah 

ambahan Lembaran Ne 1 ndo~es1a Tahun 2004 Nomor 126, 
gara Repubhk Indonesia Nomor 4438)" 

13. Peraturan Pemerintah N ' 
Perimbangan (Lembaran omor 104 Ta~un 2000 tentang Dana 
Nornor 21, Tambah L Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 
4021); an embaran Negara Republik Indonesia Nomor 

sebagaimana telah diubah 
Tahun 200I(Lembar dengan Perat~ran Pemerintah Nomor 84 
Nomor 157 T bah an Negara Repubhk Indonesia Tahun 2001 
4165); ' am an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



Memutuskan . 

turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Memperhatikan : 1. ;::man Pengelolaan Keuangan Daerah; 
. Ma elang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran 

2. Peraturan Waldikot~ n d~ Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; 
Anggaran Pen apa a 

. Ma elang Nomor 18 Tahun 2006 tentang 

3 
Peraturan Wahkota g aran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota 

. . baran Perubahan Angg 
PenJa 
Magelang. 

26.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 5, Seri A 

Nomor 1); 

27 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
· p bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2~: (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 19, Seri 

A Nomor 5); 
D ah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

28 Peraturan ~er ban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006; 
PertanggungJ awa 

• I 

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); ' 

22. Peraturan p . emermtah N 
Protokoler dan Keuangano;: !4 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Rakyat Daerah (Lemb pman dan Anggota Dewan Perwakilan 
Nomor 90, Tambaha ~an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
4416 ) sebagimana te~ah :~bbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3 7 Tahun 2005 tentan p lU ah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 t tg erubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

P
. · en ang Kedudukan p k l impman dan Angg t D roto o er dan Keuangan 

Negara Republik ~~ ew.an Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran 
Lembaran Negara R ~~ikesia Tah~ 2005 Nomor 94, tambahan 

epu Indonesia Nomor 4502 ); 

23 .Peraturan Pemerintah N K omor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
euangan Daerah ( Lemb N 2005 N 

13 
aran egara Republik Indonesia Tahun 

N 
omor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

omor 4576 ); 



Pasal 2 . 

Rp. 20.000.000.000,oo 
c dangan Rp 696.450.000,00 

1) Transfer ke Dan\ a . Ian Rp 75.951.862.433,93 
2) Penyerta~ Mod~ an Anggaran Tahun BerJa 
3) Sisa Lebih Perhitung (Rp. 48.327.937.169,81 ) 

b. anNeto Jumlah Pem iaya 

Rp. 45.520.375.264,12 
Rp. 2.800.000.000,00 

b. Pengeluaran 

a. Penerimaan 
aran Tahun Lalu 

1) Sisa Lebih Perhitungan Angg 
2) Transfer dari Dana Cadangan 

Rp 96.648.312.433,93 

Rp 48.320.375.264,12 

Rp. 242.473.466.291,00 

Rp 48.327.937.169,81 

Rp. 6.428.146.729,00 

R 242.446.248,00 p. 

Pasal I 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2006 terdiri atas : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 36.954.055.592,81 

;.~ 

:,, 
Rp.139.271.644.310,00 

Rp. 76.318.629.228,00 

Rp. 26.945.660.980,00 

Rp. 36.007.354.102,00 

Rp. 96.531.229 .004,00 

Rp. 65.248.403.663,00 

Rp. 17.336.458.091,00 

Rp. 13.946.367.250,00 

290.801.403.460,81 

Rp. 253.545.555.274,00 

Rp. 301.792.594,00 
Rp. 
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3. Pembiayaan : 

c. Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan 

c. Belanja Tidak Tersangka 
Jumlah Belanja 

Surplus 

b. Pelayanan Publik 

1) Belanja Adminstrasi Umum 

2) Belanja Operasi & Pemeliharaan 

3) Belanja Modal 

2. Belanja 

a. Aparatur Daerah 

1) Belanja Administrasi Umum 

2) Belanja Operasi & Pemeliharaan 

3) Belanja Modal 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain - Lain Pendapatan Yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

Menetapkan 
MEMUTUSK.AN : 

PERA TURAN W ALIKO 
PERTANGGUNGJAWA:~ MAGELANG TENTANG PENJABARAN 
PEND AP AT AN DAN BEL PELAKSANAAN ANGGARAN 
2006. ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
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AHUN 2007 NOMOR 22 8ERITA DAERAH KOTA MAGELANG T. 

KOTA MAGEL.ANG-. 

Diundanwcan di Magelang 
P8da tanggaf 18 September 2007. 

H. FAHRIYANTO 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal r0 Sapk\M\:u~r ol..co7 

W ALIKOTA MAGELANG 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 6 
··' 

La~piran seba?aimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota Magelang ini. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran seba · · 
Lampiran II Peraturan Walikota Magelang ;:~mana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran seba . . 
ke dalam penjabaran laporan realisasi angg!::~a dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan realisasi anggara b . 
. I p t W . n se aga1mana di ak 

Lamptran era uran ahkota Magelang · · rm sud dalam Pasal 1 tercantum dalam uu. 

Pasal S 


